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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang 
pribadi usahawan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 114 responden dengan Metode sampling incidental. 
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda. Hasil peneliti menunjukkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh 
signifikan, sedangkan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif signifikan. Pelayanan fiskus tidak 
berpengaruh signifikan, peraturan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak. Berdasar hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa nilai ttabel 1,98099 jadi thitung > ttabel 
disebut berpengaruh signifikan, maka dapat disimpulkan Pengetahuan wajib pajak (X1) nilai t 0,406 > 0,198099 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, Kesadaran wajib pajak (X2) nilai t 1,240 > 
1,98099 tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak (X3) nilai t -
2,206 > 1,98099 berpengaruh signifikan negatif terhadap kemauan membayar pajak. Pelayanan Fiskus (X4) 
0,277 > 1,98099 tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Peraturan Perpajakan (X5) 
nilai t 2,939 > 1,98099 berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, dan Sosialisasi perpajakan 
(X6) nilai t 3,462 > 1,98099 berpengaruh signitifikan  terhadap kemauan membayar pajak. 
  
Kata Kunci : Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pelayanan fiskus, 
peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, Kemauan membayar 
 
Abstract 
This study aims to determine the analysis of factors that affect the taxpayers of private entrepreneurs against the 
willingness to pay taxes. This research was conducted in KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.  Through 
sampling incidental, this research used 114 respondent's samples. The data were collected through 
questionnaires. Technical analysis of data used in this study is multiple linear regression. The results showed 
that the knowledge and awareness of taxpayers did not have a significant effect, while taxpayer compliance has 
a significant negative effect. Fiscal services have no significant effect, tax regulation and socialization have a 
significant effect on the willingness to pay taxes. Based on the results of the above research, shows that the 
value ttable 1.98099 so thitung> ttabel is called significant effect, it can be concluded that the knowledge of 
taxpayers (X1) t value 0.406> 0.198099 no significant effect on the willingness to pay taxes, taxpayer 
awareness (X2 ) t value of 1.240> 1.98099 has no significant effect on taxpayer willingness. Taxpayer 
compliance (X3) value of t -2,206> 1,98099 have a significant negative effect on the willingness to pay taxes. 
Fiscal Services (X4) 0.277> 1.98099 has no significant effect on the willingness to pay taxes. Taxation 
Regulation (X5) t value 2,939> 1,98099 have a significant effect on taxpayer willingness, and socialization of 
tax (X6) t value 3,462> 1,98099 have a significant influence on taxpayer willingness. 
 
Keywords:  Taxpayers knowledge, taxpayers awareness, taxpayers obedience, fiscal services, tax regulation, tax 
socialization, willingness to pay. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan 
pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (dalam 
Kangtoshi, 2010), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Peranan penerimaan pajak sangat 
penting artinya bagi pelaksana dan peningkatan kemakmuran dan sejahteraan masyarakat . Pajak menyumbang 
sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara . Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu 
Negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama 
untuk mendanai anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Marsdiosmo 2002:2) . Pajak memiliki 
peran yang sangat vital dalam sebuah Negara , kehidupan Negara tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa 
adanya pajak. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara .Dari penjelasan diatas 
dapat diketahui bahwa peranan penerimaan pajak bagi Negara menjadi suatu hal yang sangat dominan untuk 
menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan . Akan tetapi pembangunan yang 
selama ini dilakukan belum maksimal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai masalah yang dapat 
menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai, masalah utamanya adalah kesadaran masyarakat yang 
belum tinggi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak yang tepat waktu sesuai dengan 
jumlah tagihanya, perlu ditingkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
dalam menghadapi permasalahan ini , DJP berupa menyelesaikan sehingga Negara mendapatkan pajak yang 
nantinya adakn digunakan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia .(www.pajak.go.id). Adapun jumlah 
penerimaan pajak di Indonesia dapat diuraikan pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel 1.1 Persentase realisasi perkembangan penerimaan pajak di Indonesia Tahun 2013-2016 
(dalam triliun rupiah) 
    
Tahun Target Realisasi Capaian 
2013 995,27 921,27 92,57% 
2014 1.072,37 981,83 91,56% 
2015 1.294,26 1.060,83 81,96% 
2016 1.355,20 1.105,81 81,60% 
2017 1.283,57 1.151,1 89,7% 
Sumber : www.pajak.go.id 
Kita ketahui bahwa penerimaan pajak yang terealisasi sampai 31 Desember 2017 mencapai Rp. 1.151,1 
T atau sebanyak 89,7% dari target APBN 2016 yang ditetapkan . Akan tetapi jumalah pencapaian target 
realisasi penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2013 yang berjumlah 92,57% dari target yang ditetapkan . 
Kemudian pada tahun-tahun berikutnya capaian semakin menurun, mulai dari tahun 2014 berjumlah 91,56% 
lalu tahun 2015 berada pada angka 81,96% hingga akhir tahun 2017 target realisasi hanya dapat mencapai 
89,7% . Meskipun penerimaan pajak di Negara setiap tahunnya meningkat, target realisasi penerimaan pajak 
Negara yang ditentukan oleh pemerintah masih belum tercapai. Berikut dapat kita lihat dari pada tabel dibawah 
ini target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Sebersang Ulu. 
 
` Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Usahawan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
 
Tahun Target Realisasi Capaian 
2013 1,833,621,000 1,157,696,087 158,3% 
2014 1,265,845,000 1,238,610,349 102% 
2015 1,159,767,000 3,515,533,551 33% 
2016 12,079,436,000 1,719,888,418 70,2% 
2017 8,488,632,000 1,627,823,214 52,1% 
Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
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Dalam Tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwacapaian realisasi penerimaan tertinggi pajak di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu pada tahun 2013,2014 dan 2016, dimana jumlah capaian lebih besar dari target 
realisasi penerimaan pajak telah ditetapkan kemudian ditahun 2017, capaian target realisasi penerimaan pajak 
hanya mencapai sebesar 52,1%. Data ini menunjukkan bahwa dalam realisasi penerimaan pajak masih 
berfluktuasi 
Dalam  meningkatkan  penerimaan pajak, peran wajib pajak juga sangat diperlukan ,tidak hanya 
mengandalkan Dirjen pajak atau petugas pajak . Dalam menjalankan Self Assessment System, masih terdapat 
banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Ada yang terjadi di 
Kantor Pelayanan Pajak umumnya tidak berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia 
seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak 
yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak (Tribunews,2015) 
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari 
aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang 
perpajakan, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang 
merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemauan wajib 
pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak 
Namun,masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. 
Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan 
Pajak di daerah-daerah melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut 
dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  Palembang 
Seberang Ulu merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di kota Palembang . 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami peningkatan jumlah wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar dan wajib pajak efektif pada tiga tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai tahun 2017 
Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang masih aktif dalam membayar pajaknya. Data mengenai jumlah 
wajib pajak orang pribadi usahawan terdaftar dan efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat dilihat dalam 
tabel 1.3 berikut ini; 
 
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu 
 
Tingkat Kepatuhan 
Pajak di KPP 
Pratama 
Palembang 
Seberang Ulu 
Tahun 2013-2017 
 
 
Jumlah WP 
 
 
Jumlah SPT 
Tahunan 
 
 
Tingkat 
Kepatuhan 
2013 5,924 787 75,2% 
2014 7,036 803 87,6% 
2015 7,873 939 83,8% 
2016 9,133 1,099 83,1% 
2017 10,391 1,180 88% 
Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2018 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang terdaftar tahun 2013 hingga 2017, 
tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menaiik  . Dapat kita lihat dari table 1.3 ,tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan setiap tahunnya rata-rata hanya 88% dari jumlah Wajib Pajak yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.. 
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak , 
diantaranya faktor internal yang meliputi pengetahuan ,kesadaran dan kepatuhan ,sedangkan faktor eksternal 
yang meliputi ,pelayanan fiskus, peraturan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. faktor-faktor tersebut telah 
diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu ,dan  terdapat persamaan an perbedaan hasil penelitian . 
Beberapa penelitian mengenai kewajiban perpajakan telah dilakukan oleh para peneliti, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara 
faktor kesadaran membayar pajak dengan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan Santi (2012), dan Arum (2012) yang dapat menunjukkan adanya 
hubungan yang positif dan signifikan antara ke dua variabel tersebut. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa faktor pengetahuan 
dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar 
pajak..Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), juga menunjukkan bahwa persepsi yang baik 
atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 
Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh  Wike (2010) Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman 
Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, kepercayaan  terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Hasil penelitian 
ini mendukung hasil  penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012) dan Arum (2012). 
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan 
penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya. Penelitian ini merupakan dari penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Penelitian 
ini dikembangkan dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB 
PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK. 
 
1.2   Rumusan Masalah  
1. bagaimana pengaruh faktor internal terhadap kemauan membayar pajak? 
2. bagaimana pengaruh faktor eksternal terhadap kemauan membayar pajak? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal terhadap kemauan membayar pajak. 
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap kemauan membayar pajak.  
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Atribusi 
Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana 
orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana 
orang menarik kesimpulan  mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. 
Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami 
sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba 
menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang 
kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 
1972-1973 dalam Bana, 2010).  
. 
2.1.2  Kualitas Pelayanan Pajak 
Menurut Sumadi (2005), kualitas adalah keseluruhan ciri–ciri dan karakteristik dari suatu 
produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan yang telah 
ditentukan atau yang telah bersifat laten. Menurut Supadmi (2009:217), secara sederhana kualitas 
adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan 
yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Hadiati (2003:298) 
mendefinisikan kualitas sebagai mana produk memenuhi spesifikasi–spesifikasinya. Pelayanan adalah 
suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara–cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 
hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60) 
Kualitas pelayanan merupakan suatu sikap atau pertimbangan global tentang keuangan dari 
suatu pelayanan (Burhanudin, 2009). Menurut gap theory yang diusulkan oleh Parasuraman dkk 
(1985), bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh 
pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari seatu penyedia layanan. Agustini 
(2008) menyatakan, adanya lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas jasa 
pelayanan adalah sebagai berikut. 
1)        Bukti langsung (tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan 
komunikasi. 
2)        Keandalan (reliability) merupakan kemampuan para petugas pajak dalam memberikan 
pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan. 
3)        Daya Tanggap (responsiveness) merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia 
yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan 
tanggap. 
4)        Jaminan (assurance), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 
dimiliki oleh petugas pajak bebas dari risiko, bahaya atau keragu–raguan. (menurut Undang-Undang 
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Nomor 28 Pasal 1 Angka 1 Tahun 2007  dalam (Herry Purwono, 2010, h.7) adalah :“Pajak adalah 
kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
2.1.3  Pengetahuan wajib pajak  
Pengetahuan perpajakan adalah semua hal tentang  perpajakan yang dimengerti dengan baik dan 
benar oleh wajib pajak.Pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk 
melaporkan pajak terutangnya. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan 
negara, dimana wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha 
untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan 
manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak. 
 
2.1.4  Kepatuhan wajib pajak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto, 2007 dalam Istichomah, Fitri, 2013;35), patuh 
adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan 
dan berdisiplin. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan memenuhi 
kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana 
wajib pajak bertanggug jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara 
akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Wajib pajak patuh adalah wajib 
pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria 
tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kriteria wajib 
pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang tata cara 
penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 
 
2.1.5 Pelayanan Fiskus 
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan 
sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Dalam  penelitian Rina (2009), untuk mengetahui baik 
tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan oleh wajib pajak, dilakukan dengan memberikan beberapa 
pertanyaan kepada wajib pajak yaitu, pertama apakah fiskus (aparat pajak) bekerja secara transparan. 
Kedua, apakah fiskus sukarela membantu kesulitan wajib pajak (bersedia memberikan penyuluhan). 
Ketiga, apakah fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan. Keempat, apakah menjaga 
tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan. Kelima, apakah fiskus memberikan pelayanan dengan 
cepat dan tangkas untuk membantu  kesulitan wajib pajak. 
Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, Oleh 
karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada 
wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar 
pajak.Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat 
menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus 
dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam 
melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar 
pajaknya 
 
2.1.6 Peraturan Perpajakan  
Peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam mengetahui  peraturan perpajakan yang telah 
ada. Wajib pajak yang tidak paham peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib 
pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka 
semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban 
perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan 
melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.. 
 
2.1.7 Sosialisasi Perpajakan  
Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi 
pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat 
untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara . 
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Menurut Mustofa(2007:10) menjelaskan bahwa: “Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang 
dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara 
berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting 
dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”. 
Sedangkan menurut Basamalah (2007:69) menjelaskan bahwa: “Sosialisasi adalah sebagai suatu 
proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh 
kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang 
efektif”. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan 
suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan 
kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. 
2.2.1 Definisi Pajak 
Dalam perpajakan banyak terdapat definisi pajak yang pada hakekatnya maksud dan tujuan 
dari pajak itu sama atau seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP 
berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersidat memaksa berdasarkan Undang-Undang, den gan tidak mendapat imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemudian menurut 
Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Suandy (2005) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa 
uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum , yang digunakan 
untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, 
sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andariani dalam  Rahman (2010) pajak adalah iuran dari masyarakat 
kepada Negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib mendapat prestasi kembali 
secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan 
dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan  beberapa difinisi di atas dapat 
disimpulkan bahwa pajak adalah merupakan sebuah kontribusi yang wajib, dan kontribusi itu bisa berupa 
uang atau barang yang nantinya diberikan ataudibayarkan untuk Negara yang terutang oleh Orang  pribadi  
atau Badan yang dapat diterapkan secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak 
mendapat imbalan secara langsung. Serta dapt digunakan untuk membiayai keperluan  Negara dalam 
menyelenggarakan program  pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum 
 
 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
wajib pajak orang pribadi usahawan terhadap kemauan membayar pajak. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak enam variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel 
independen yang digunakan yaitu,Pengetahuan wajib pajak (X1) kesadaran membayar pajak (X2), 
Kepatuhan wajib pajak (X3) dan pelayan fiskus (X4), Peraturan perpajakan (X5) Sosialisasi perpajakan 
(X6). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak (Y). 
 
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan dan paradigm penelitian diatas,penulis merumuskan hipotesis yaitu : 
H1 : Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaru terhadap kemuan membayar pajak 
H2: Kesadaran wajib pajak tidak  berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 
H3 :  Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemauan membayar pajak  
H4 : Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak  
H5 : Peraturan perpajakan berpengaruhpositif signifikan terhadap kemauan membayar pajak 
H6 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak  
 
 
III. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014: 7) dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi sampel 
tertentu,pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
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3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian adalah faktor-faktor wajib pajak orang pribadi usahawan terhadap kemauan membayar 
pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sedangkan subjek penelitian ini adalah KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah faktor-faktor wajib pajak orang pribadi usahawan sebanyak 10391 
yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sedangkan Sampel yang dibutuhkan untuk 
menjawab kuesioner dengan menggunakan rumus slovin sehingga di dapat sebanyak 114 wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
3.4 Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner. Sedangkan sekunder digunakan dalam 
pengambilan data wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut penelitian Sugiyono, 2017:137 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang 
dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
3.6.1 Uji Instrumen Data  
3.6.1.1 Uji Validitas  
Suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung > r tabeldan instrumen dikatakan tidak valid 
apabila r hitung < r tabel sesuai dengan metode Corrected Item-Total Correlations. 
 
 
3.6.1.2 Uji Reliabilitas  
Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. 
Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 (Ghozali, 2016 hal:43). 
 
3.6.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
    Menurut Ghozali (2016 hal:50), Method of Successive Interval (MSI) adalah suatu metode 
untuk mentransfer data berskala ordinal menjadi interval. 
 
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 
3.6.2.1 Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016, hal:154) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
 
3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan model regresi 
yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.6.2.3 Uji Multikolineritas 
Menurut Imam Ghozali (2016, hal:103), uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
 
3.6.2.4 Uji Linearitas 
Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar 
atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam studi empiris sebaiknya berbentuk linear, 
kuadrat atau kubik. 
 
3.6.2.5  Analisis Regresi Berganda 
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 Menurut Priyatno (2014, h.148) analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variable independen dengan satu 
variabel dependen. 
Persamaan regresi linier berganda dengan 2 variabel independen sebagai berikut: 
 
   
 
 
Keterangan: 
Y =  Variabel dependen (Jumlah kemauan membayar pajak) 
a =  Konstan (nilai Y’ apabila X1,X2,X3,X4,X5,X6 = 0) 
b =  Koefisien regresi 
X1 =  Pengetahuan Wajib Pajak 
X2 =  KesadaranWajib Pajak 
X3= Kepatuhan Wajib Pajak 
X4= Pelayanan Fiskus 
X5= Peraturan Perpajakan 
X6= Sosialisasi Perpajakan 
e =  Variabel residual (tingkat eror) 
 
3.6.3 Uji Hipotesis 
3.6.3.1 Uji Statistik F 
Menurut Imam Ghozali (2016, hal:96) uji F digunakan untuk menguji apakah model yang 
digunakan baik, maka dapat dilihat dari signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat secara simultan dengan a = 0,05 dan juga penerimaan atau penolakan hipotesa dengan cara 
merumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H0 : b1 = b2 =……= bk = 0 
 
3.6.3.2 Uji Stastistik t 
Menurut Ghozali (2016, hal:98), uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 
 
3.6.3.3 Koefisien Determinasi ( R2 ) 
Koefisien determinasi ( R2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan 
satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan 
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2016 hal:95). 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang pada Tahun 2006 bernama  
Kantor Pelayanan Pajak Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad  Yani , 14 Ulu, Seberang 
Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor KEP-15/PJ/008, KPP Palembang Selatan bermetamorfososmenjadi KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu pada tahun 2008. Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah 
menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
mengalami perubahan struktur organisasi yang menggabungkan fungsi pelaynan KPP, yaitu fungsi 
pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari KP PBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan 
dari KARIKPA (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) ke dalam Pelayanan Satu Atap yaitu 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 
 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Uji Instrumen Data 
4.2.1.1 Uji Validitas 
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 
Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e 
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Variabel Item  Uji Validitas Keteran
gan 
  Correted 
Item-Total 
Correlation 
(r hitung) 
 
 
r-tabel 
 
Pengetahuan 
Wajib Pajak 
(X1) 
X11 0,288 0,1840 Valid 
X12 0,593 0,1840 Valid 
X13 0,501 0,1840 Valid 
X14 0,488 0,1840 Valid 
Kesadaran 
Wjib Pajak 
(X2) 
X21 0,415 0,1840 Valid 
X22 0,637 0,1840 Valid 
X23 0,518 0,1840 Valid 
X24 0,379 0,1840 Valid 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(X3) 
X31 0,398 0,1840 Valid 
X32 0,534 0,1840 Valid 
X33 0,340 0,1840 Valid 
X34 0,376 0,1840 Valid 
Pelayanan 
Fiskus 
(X4) 
X41 0,319 0,1840 Valid 
X42 0,528 0,1840 Valid 
X43 0,417 0,1840 Valid 
X44 0,349 0,1840 Valid 
Peraturan 
Perpajakan 
(X5) 
X51 0,575 0,1840 Valid 
X52 0,639 0,1840 Valid 
X53 0,529 0,1840 Valid 
Sosialisasi 
Perpajakan 
(X6) 
X61 0,486 0,1840 Valid 
X62 0,458 0,1840 Valid 
X63 0,364 0,1840 Valid 
Kemauan 
Membayar 
Pajak 
(Y) 
Y11 0,354 0,1840 Valid 
Y22 0,374 0,1840 Valid 
Y33 0,542 0,1840 Valid 
Y44 0,520 0,1840 Valid 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Nilai r tabel dapat dicari dari daftar nilai-nilai r product moment pada r tabel 
signifikansi 5% dengan uji dua sisi dengan derajat kebebasan (df) = n - 2. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini (n) = 1114 dan besarnya df dapat dihitung 114-2 = 112, maka didapat r 
tabel sebesar 0,1840. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai corrected total-item 
correlation (r hitung) dari masing-masing variabel > dari nilai r tabel sebesar 0,1840. Karena 
koefisien korelasi dari butir pertanyaan tersebut lebih besar dari 0,1840, maka dapat 
disimpulkan bahwa ke 25 butir instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan dapat 
dipergunakan untuk penelitian. 
. 
 
4.2.1.2 Uji Reliabilitas 
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel 
Cronbach’s 
Alpha Item 
Cronbach’s Alpha Hasil 
X1 0,672 0,60 Reliabel 
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X2 0,664 0,60 Reliabel 
X3 0,627 0,60 Reliabel 
X4 0,621 0,60 Reliabel 
X5 0,750 0,60 Reliabel 
X6 0,624 0,60 Reliabel 
Y 0,659 0,60 Reliabel 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Pada butir pernyataan/pertanyaan yang diberikan cronbach’s alpha> 0,6 sehingga dapat 
dinyatakan bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan setiap pernyataan/pertanyaan yang diajukan 
dalam kuesioner ini dapat disebarluaskan kepada responden sebagai instrumen dalam penelitian ini. 
 
4.2.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuesioner yang menggunakan skala 
ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk dapat digunakannya analisis regresi (parametrik) 
adalah data diharuskan berskala ukur metrik (minimal interval atau rasio). Oleh karena itu, sebelum 
data diolah lebih lanjut dalam pengujian selanjutnya, data yang diperoleh akan dinaikkan skala 
ukurnya menjadi interval dengan menggunakan metode MSI (Method of Successive Interval). 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Normalitas 
  Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 
Keterangan Usntandardized 
Residual 
Nilai Kolmogorov-Smirnov  0,049 
Asymp.Sig. (2-tailed) 0,200 
   Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah sebesar 0,049 dengan signifikansi 0,200 
yang berarti bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
seluruh variabel independen dan dependen yang digunakan dalam pengujian mempunyai 
distribusi data yang normal dan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut karena asumsi 
kenormalan data telah terpenuhi. 
 
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
    Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model Sig 
Pengetahuan wajib pajak 0,779 
Kesadaran wajib pajak 0,595 
Kepatuhan wajib pajak 0,266 
Pelayanan Fiskus 0,536 
Peraturan Pepajakan 0,695 
Sosialisasi Perpajakan 0,662 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
  Diperoleh nilai signifikansi dari variabel independen adalah Pengetahuan wajib pajak 
sebesar 0,779, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,595, Kepatuhan wajib pajak 0,266 dan Pelayanan 
fiskus 0,536, Peraturan perpajakan 0,695 dan sosialisasi perpjakan 0,662.  bernilai lebih besar dari 
0,05, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 
nilai absolut residualnya. Dengan demikian, asumsi non heteroskedastisitas model regresi 
terpenuhi. 
 
4.2.2.3 Uji Linearitas 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas 
Model Eta R Square 
Pengetahuan wajib pajak 0,604 0,365 
Kesadaran wajib pajak 0,684 0,467 
Kepatuhan wajib pajak 0,459 0,211 
Pelayanan Fiskus 0,551 0,303 
Peraturan Pepajakan 0,547 0,299 
Sosialisasi Perpajakan 0,511 0,261 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai eta > R squared. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variable memiliki hubungan pada linier. 
 
 
4.2.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda 
 
 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
    
Model regresi linier berganda dari analisis tabel 4.6 adalah:  
Y=  10,124 + 0,033 X1 +-0,104 X2 + 0,204 X3 + -0,026 X4 + 0,301 X5 + 0,389 X6 + e 
 
Keterangan : 
Y=  Variabel dependen (Jumlah kemauan membayar pajak) 
X1=  Pengetahuan Wajib Pajak 
X2=  KesadaranWajib Pajak 
X3= Kepatuhan Wajib Pajak 
X4= Pelayanan Fiskus 
X5= Peraturan Perpajakan 
X6= Sosialisasi Perpajakan 
 
4.2.3 Uji Hipotesis 
4.2.3.1 Uji F 
    Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square
s 
F Sig 
Regression 151,080 6 25,180 4,729 0,000 
Residual 569,728 107 5,325   
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
 
t 
 
 
Sig. 
B Std. 
Error 
Beta  
(Constant) 10,124 2,396  4,295 0,000 
X1 -0,033 0,080 -0,035 0,406 0,685 
X2 -0,104 0,087 -0,106 1,240 0,231 
X3 -0,204 0,093 -0,194 2,206 0,030 
X4 -0,026 0,094 -0,024 0,277 0,782 
X5 0,301 0,102 0,261 2,939 0,004 
X6 0,389 0,112 0,309 3,462 0,001 
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Total 720,808 113    
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Berdasar tabel diatas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 4,729 dengan signifikan 0,000 dimana 
nilai Ftabel adalah 2,09 data dikatakan berpengaruh jika Fhitung > Ftabel dan 0,000 < 0,05. Dari hasil 
pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel berpengaruh positif dan sangat signifkan 
terhadap kemauan membayar pajak. 
 
4.2.3.2 Uji t 
   Tabel 4.8 Hasil Uji t 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
 
t 
 
 
Sig. 
B Std. 
Error 
Beta  
(Constant) 10,124 2,396  4,295 0,000 
X1 -0,033 0,080 -0,035 0,406 0,685 
X2 -0,104 0,087 -0,106 1,240 0,231 
X3 -0,204 0,093 -0,194 2,206 0,030 
X4 -0,026 0,094 -0,024 0,277 0,782 
X5 0,301 0,102 0,261 2,939 0,004 
X6 0,389 0,112 0,309 3,462 0,001 
     Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Data diatas berpengaruh apabila thitung > ttabel dan sig < 0,05. Berdasarkan tabel di 4.7 
menunjukkan bahwa nilai ttabel 1,98099 maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan (h1) tidak 
berpengaruh  terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak (h2) tidak berpengaruh  
terhadap kemauan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak (h3) berpengaruh signifikan negatif 
terhadap kemauan membayar pajak. Pelayanan Fiskus (h4) tidak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak. Peraturan Perpajakan (h5) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak. Sosialisasi perpajakan (h6) berpengaruh positif dan signitifikan  
terhadap kemauan membayar pajak. 
 
4.2.3.3Uji Koefisien Determinasi (R2) 
   Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 0,458 0,210 0,165 2.30750 
     Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Dari tabel di atas, menunjukkan nilai R Square (R2) sebesar 0,210 artinya menunjukkan bahwa 
variabel faktor-faktor  mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya sebesar 16,5%, 
sedangkan sisanya 83,5% dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang telah dilakukan maka penulis 
akan menarik suatu kesimpulan mengenai judul penelitian ini,dapat disimpulkan : 
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1. Pengetahuan wajib pajak sebagai faktor internal tidak berpengaruh signifikan  terhadap kemauan 
membayar pajak. Karena pengetahuan wajib pajak bukan faktor utama dari wajib pajak yang telat 
membayar pajak usahawan, karena wajib pajak tidak memilki pengetahuan pajak yang baik akan 
tetapi ada juga wajib pajak yang mau membayar pajaknya,jadi banyak atau sedikitnya pengetahuan 
wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Hasil 
koefisien Determinasi (R2)  sebesar  0,210 artinya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib 
pajak mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya sebesar 16,5%, sedangkan 
sisanya 83,5%. Berdasarkan hasil yang dilakukan uji t menunjukkan pengetahuan wajib pajak 
tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dilihat dari nilai 0,406 dan nilai sig 
sebesar 0,685 yang berada diatas level of signiticant 0,05.  
2. Kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal tidak berpengaruh positif terhadap kemauan 
membayar pajak. Karena tingkat kesadaran wajib pajak sangat rendah dan terdapat penurun serta 
penerimaan juga akan rendah sehingga wajib pajak menunggak pembayaran pajaknya. Hasil 
koefisien Determinasi (R2)  sebesar  0,210 artinya menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib 
pajak mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya sebesar 16,5%, sedangkan 
sisanya 83,5%.Hasil Koefisien Determinasi (R2)  sebesar  0,210 artinya menunjukkan bahwa 
variabel kesadaran wajib pajak mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya sebesar 
16,5%, sedangkan sisanya 83,5%. Berdasarkan hasil yang dilakukan uji t menunjukkan kesadaran 
wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dilihat dari nilai 1,240 
dan nilai sig sebesar 0,231 yang berada diatas level of signiticant 0,05.  
3. Kepatuhan wajib pajak sebagai faktor internal berpengaruh positif terhadap kemauan membayar 
pajak, Karena wajib pajak orang pribadi usahawan patuh dengan pajak yang mereka laporkan di 
kpp pratama seberang ulu. Hasil koefisien Determinasi (R2)  sebesar  0,210 artinya menunjukkan 
bahwa variabel kepatuhan wajib pajak mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya 
sebesar 16,5%, sedangkan sisanya 83,5%. Berdasarkan hasil yang dilakukan uji t menunjukkan 
kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dilihat dari nilai uji 
t 2,206 yang lebih besar dari ttabel senilai 1,98099. 
4. Pelayanan fiskus sebagai faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 
Karena kemungkinan pelayanan yang diberikan oleh fiskus belum bisa dimengerti oleh wajib 
wajak atau tidak adanya suatu keramah tamahan dari pihak fiskus dalam melayani wajib pajak. 
Berarti pihak fiskus kurang memuaskan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib 
pajak. Hasil koefisien Determinasi (R2)  sebesar  0,210 artinya menunjukkan bahwa variabel 
pelayanan fiskus mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya sebesar 16,5%, 
sedangkan sisanya 83,5%. Berdasarkan hasil  yang dilakukan uji t menunjukkan pelayanan tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak dilihat dari nilai 0,277 dan 
nilai sig sebesar 0,782 yang berada diatas level of signiticant 0,05.  
5. Peraturan perpajakan sebagai faktor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemauan membayar pajak. Karena wajib pajak paham peraturan perpajakan dalam membayar 
pajaknya sesuai dengan peraturan yang ditentukan atau ada perubahan dalam membayar pajak  
tersebut. Hasil koefisien Determinasi (R2)  sebesar  0,210 artinya menunjukkan bahwa variabel 
peraturan perpajakan mempengaruhi terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya sebesar 16,5%, 
sedangkan sisanya 83,5%. Berdasarkan hasil yang dilakukan uji t menunjukkan peraturan 
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak dilihat dari nilai 
2,939 dan nilai sig sebesar 0,004 yang berada diatas level of signiticant 0,05.  
6. Sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemauan membayar pajak. karenakan wajib pajak mengkuti sosialisasi perpajakan merupakan 
suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan 
pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Hasil koefisien 
Determinasi (R2)  sebesar  0,210 artinya menunjukkan bahwa variabel sosialisasi mempengaruhi 
terhadap Kemauan Membayar Pajak hanya sebesar 16,5%, sedangkan sisanya 83,5%. Berdasarkan 
hasil uji t yang dilakukan menunjukkan sosialisasi perpajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak dilihat dari nilai 3,462 dan nilai sig sebesar 0,001 yang berada 
diatas level of signiticant 0,05 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam rangka meningkatkan kemauan wajib pajak 
untuk membayar pajak usahawan, dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan 
melakukan penyuluhan tentang manfaat membayar pajak dengan tepat waktu serta melayani 
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pelayanan yang memuaskan kepada wajip pajak, dan memberikan sosialisasi peraturan-peraturan 
pajak wajib pajak orang pribadi usahawan. 
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan akan melakukan penelitian untuk mengembangkan dan 
melanjutkan penelitian ini diharap peneliti harus menambahkan jumlah responden atau serta 
merubah atau menambah variabel yang menjadi faktor-faktor penyebabnya wajib pajak orang 
pribadi usahawan tidak patuh terhadap kemauan  membayar pajak. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ariani H.E Yenni 2016, Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan 
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ,skripsi akuntansi S1,Stie MDP Palembang 
 
Arum, Harjanti Puspa 2012 , Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di 
wilayah KPP Pratama Cilacap) ,Jurnal Akuntansi 
 
Deny, Septian 2018, Penerimaan pajak capai 89 persen dari target 2017 , Diakses 18April 2018, dari 
www.bisnis.liputan.com 
 
Ghozali, Imam 2016 , Aplikasi, Analisis Multivariat dengan program IMB SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit 
Universitas Udayana 
 
Hartati, 2017, Realisasi Penerimaan pajak  tahun 2016 sumsel.tribunnews.com 
 
Jatmiko, Nugroho Agus (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan 
Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Lewa , Rina , Hakim 2009 , Faktor-faktor Yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP di 
Makassar Barat, Jurnal Akuntansi 
 
Mustikasari (2007) , Theory of Planned Behavoir (TBP) In : Orgaganizational Behovior And Human Decision 
Process 
 
Mardiasmo ,2002 , Perpajakan. Yogyakarta: Andi 
 
Pajak, 2016 , Target Penerimaan Pajak uang Terealisasi www.tempo.com 
 
Pasal 23A UUD 1945 “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam 
undang-undang.” 
 
Pasal 1 undang-undang Nomor 16 Tahun2009 Tentang KUP 
 
Rantum dan Adi (2009),  Dampak Program sunset policy terhadap factor-faktor yang mempengaruhi kemauan 
membayar pajak , Jurnal Akuntansi 
 
Resmi , Siti 2014 , Perpajakan Teori dan Kasus , Salemba Empat Jakarta 
 
Resmi , Siti 2016 . Perpajakan Teori dan Kasus  , Salemba Empat Jakarta 
 
Santi, Anisa Nirmala .(2012) Analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi 
denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, Jurnal Akuntansi 
 
Sugiyono, 2013  Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung 
 
Sugiyono , 2016 Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung 
 
Widayati dan Nurlis (2010) Faktor faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, Jurnal Akuntansi. 
 
15 
 
 
